
91  

DAFTAR PUSTAKA 

BUKU 

Ahmad  Elvian, Setengah Abad Kota Pangkal Pinang Sebagai Daerah Otonom. 

(Pangkal Pinang: CV Persada Multi Guna.2014). 

Amrah, Muslimin, Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah, (Bandung: Penerbit 

Alumni, 1982). 

Ani Sri Rahayu, Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan 

Aplikasinya, (Malang: Sinar Grafika, 2017). 

C.F Strong dalam Sri Soemantri Marisoewigujo, Pengantar Perbandingan antar 

Hukum Tata Negara (Jakarta: Rajawali, 1984). 

Cornelis Djelfie Massie,Pengantar Hukum Kawasan Perbatasan dan Pulau-Pulau 

Terluar Indonesia,(Yogyakarta:Pustaka Referensi,2019). 

Indroharto, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie 

Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, 

(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994). 

Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2012. Fasilitasi Penyusunan Rencana 

Zonasi Rinci Kawasan P. Ketawai dan P. Babuar di Kabupaten Bangka 

Tengah. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil. 

Satuan Kerja Direktorat Tata Ruang Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 

Jakarta. 

La Sara, Pengelolaan Wilayah Pesisir Gagasan emelihara Aset Wilayah Pesisir 

dan Solusi Pembangunan Bangsa, (Bandung: Alfabeta, 2014). 

Lexy J. Moeleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja 



92  

Rosdakarya, 1991). 

Lukman Santoso Az, HukumPemerintahan Daerah-Mengurai Problematika 

Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia, (Pustaka Pelajar,2015), 

M. S Wibisono, Pengantar Ilmu Kelautan, (Grasindo, Yogyakarta, 2005). 

Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 

1998). 

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & 

Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019). 

Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran dan Pemikiran, (UI Press, 

Jakarta, 1990) 

Pedoman Teknis Penyusunan RZWP-3-K Provinsi (Jakarta: Kementerian 

Kelautan dan Perikanan, 2013). 

Philipus M. Hadjon, et al. Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gajah 

Mada University Press, 2005). 

Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

1994). 

Rencana Pengelolaan dan Zonai Kawasan Konservasi Perairan Taman Wisata 

Perairan Kabupaten Belitung 2019-2039. 

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta, 

Ghalia Indonesia, 1990). 

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 1990) 

 



93  

Soehino, Ilmu Negara, Liberty, (Yogyakarta,1998). 

Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: 

Raja Grafika Persada, cet. II, 2014). 

Soerjono, Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2003) 

Supriharyono, Pelestarian Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Wilayah 

Pesisir Tropis, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002). 

 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang 

31 Tahun 2004 tentang Perikanan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan 

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-

Undang Nomor 32 tahun 2014 Tentang Kelautan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan 

Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pertambak Garam 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 24 tahun 

2019 Tentang tata cara pemberian izin lokasi perairan dan izin pengelolaan 



94  

perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 

Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 Tentang 

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Bangka 

Belitung Tahun 2020-2040 

Peratuan Gubernur Bangka Belitung Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Izin 

Lokasi dan Izin pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

 

JURNAL 

Amiek Soemarmi, Erlyn Indarti, Pujiyono, Amalia Diamantina, Konsep Negara 

Kepulauan Dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan 

Indonesia, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.3, Juli 2019, hlm 245. 

Amiek Soemarmi, Erlyn Indarti, Pujiyono, Amalia Diamantina, “Konsep Negara 

Kepulauan Dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan 

Indonesia”, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.3, Juli 2019, hlm 246. 

Amiek Soemarmi, et.al, “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan 

Hutan Mangrove”, jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.4, 

Oktober 2019, hlm 394. 

Ardiansyah Kurniawan, Andri Kurniawan, Yulian Fakhrurrozi. 2019. 

Pengembangan potensi ikan cempedik (Osteochilus spilurus) di Belitung 

Timur: kajian konsumsi, penanganan dan nutrisi.Aquatics Science 

Journal.vol.6,No.1 Edisi Januari 2019. 

Budiyono, Muhtadi, Ade Arief Firmansyah, “Dekontruksi Urusan Pemerintahan 

Konkuren Dalam UU Pemeritnahan Daerah”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 

Vol.17 No.67, 2015, hlm 421 



95  

Delita Aga Andini, Guskarnali, Irvani.2019.Pengembangan Objek dan Daya 

Tarik Wisatawan Sebagai Daerah Tujuan Wisata di Desa Tanjung Labu 

Kecamatan Lepar Pongok Bangka Belitung.Jurnal Pengabdian Kepada 

Masyarakat Universitgas Bangka Belitung.Vol 6,No.1. 

Dendi Sutarto, “Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Keluarga Perspektif 

Gender”, Jurnal Trias Politika, Vol 2. No.2, Oktober 2018, hlm 271. 

Lantip Wratsangka,Yayat Dhahiyat,Sunardi, Rencana Pengelolaan Kawasan 

Konservasi Perairan Daerah Untuk Menjaga Kelestarian Ekosistem 

Terumbu Karang Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Masyarakat 

(Studi Kasus: KAB. Belitung Timur - Kepulauan Bangka 

Belitung),Vol.4,No.2.Edisi Agustus 2014. 

Nuryanto, Haryono, “Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Pesisir Pantai Utara 

Jawa Tengah Melalui Koperasi Nelayan dan E-Commerce”, Jurnal Saintek 

Maritim, Volume XVII No. 1, September 2017, hlm 50. 

Priyo Suharso Sulaiman, Andria Ansri Utama, Uluq Silfia, Konservasi Penyu di 

Pantai Batavia Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung, Jurnal 

Ilmiah Kementerian Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka 

Belitung,Vol 2,No.3.Edisi September 2011. 

WiliamSanjaya,”Konstitusionalitas Pengaturan Dekonsentrasi Dalam Undang-

undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”,Jurnal 

Padjajaran,Jurnal Ilmu Hukum,Fakultas Hukum Univeritas Padjajaran 

Tahun 2015,Vol.2.No.3,hlm 587. 

 



96  

Yerrico Kasworo, “Urgensi Penyusunan Pengaturan Rencana Zonasi Wilayah 

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”, Jurnal RechtsVinding, Mei 2017, hlm 3. 

 

WEBSITE 

https://babelprov.go.id/profil/aspek-geografis 

https://databoks.katadata.co.id 

https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbjambi/kampong-laut-pongok-sebagai-

museum-konservasi-pendidikan-arkeologi-dalam-mengungkap-misteri-

terkuburnya-serpihan-serpihan-peninggalan-kepurbakalaan-di-perairan-

bangka-belitung 

https://kbbi.web.id/wewenang 

https://p2k.utn.ac.id/ind/2-3077-2966/Kep-Bangka-Belitung_14080_utn_p2k-

utn.html 

https://babelprov.go.id/profil/aspek-geografis
https://databoks.katadata.co.id/
https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbjambi/kampong-laut-pongok-sebagai-museum-konservasi-pendidikan-arkeologi-dalam-mengungkap-misteri-terkuburnya-serpihan-serpihan-peninggalan-kepurbakalaan-di-perairan-bangka-belitung
https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbjambi/kampong-laut-pongok-sebagai-museum-konservasi-pendidikan-arkeologi-dalam-mengungkap-misteri-terkuburnya-serpihan-serpihan-peninggalan-kepurbakalaan-di-perairan-bangka-belitung
https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbjambi/kampong-laut-pongok-sebagai-museum-konservasi-pendidikan-arkeologi-dalam-mengungkap-misteri-terkuburnya-serpihan-serpihan-peninggalan-kepurbakalaan-di-perairan-bangka-belitung
https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbjambi/kampong-laut-pongok-sebagai-museum-konservasi-pendidikan-arkeologi-dalam-mengungkap-misteri-terkuburnya-serpihan-serpihan-peninggalan-kepurbakalaan-di-perairan-bangka-belitung
https://kbbi.web.id/wewenang

	DAFTAR PUSTAKA

